
63 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada kajian mengenai 

peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Ekstensifikasi berada pada klasifikasi baik karena total nilai 

sebesar 111,4 dalam arti, program kebijakan, ketentuan tarif, dan studi 

banding penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor 

Tengah Selatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  

2. Variabel Intensifikasi berada pada klasifikasi baik karena total nilai 

sebesar108,85 dalam arti, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Timor Tengah Selatan dapat menghasilkan tertip penetapan pajak, 

optimal dalam pemungutan, pengawasan, dan pendekatan persuasif. 

3. Kemandirian pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap 

pemerintah pusat masih sangat rendah, sehingga dapat dikatakan 

ketergantungan Pemerintah Daerah  Kabupaten Timor Tengah Selatan 

terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi. 

6.2 Saran  

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan 

daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka peneliti menyarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 

demi meningkatkan pendapatan asli daerah maka hendaknya tetap 

mempertahankan strategi yang sudah berjalan. 

2. Kepada para pembaca agar dapat menggunakan skripsi ini sebagai 

bahan referensi dan pengembangan-pengembangan penelitian lebih 

lanjut dengan masalah yang sama. 
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